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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sejak Proklamasi sampai sekarang ini tergambar bahwa hubungan pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah telah mengalami perubahan yang segnifikan, baik
ditinjau dari segi keuangan sampai dengan aspek pengawasan dan pembangunan.
Satu kenyataan bahwa pemberian sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat
pembanggunan dan perkembangan daerah.
Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah menurut landasan undang-
undang dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah atas otonomi dan tugasnya adalah sebagai pembantu, dan diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan suatu
daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur hal-hal kursial yang
mendasar, mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, susunan
organisasi pemerintahan desa, badan perwakilan desa, dan lembaga lain, Keuangan
Desa dan kerja sama serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang pedoman umum mengatur mengenai desa menegaskan bahwa desa adalah
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mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat
setempat yang diakui dalam system pemerintaha Nasional dan berada di dalam
kabupaten. Dengan pengertia tersebut sangat jelas bahwa Undang-undang
memberikan dasar menuju Self Governing Community,yaitu komunitas yang
mengtur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya
setempat.
Kontruksi perwilayahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 menempatkan provinsi sebagai wilayah administrative sekaligus sebagai daerah
otonomi. Peraturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah
provinsi dengan daerah-daerah otonomi dalam wilayahnya, diantaranya: Kabupaten,
Kota dan Desa baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam system dan
prosedur penyelenggaraan pemerintah, karna kabupaten, kota dan desa
penyusunannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia diikat oleh wilayah
Provinsi.
Ada beberapa hal urusan yang harus diperhatiakan sebagai tolak ukur dalam
mewujudkan otonomi desa oleh pemerintahan  daerah diantaranya:
1. Urusan Dekonsentratif
Urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah lebih atas, (merencanakan,
membiayai dan mengawasi serta tanggung jawab secara keseluruhan).
2. Urusan Partisipatif
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kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan dan
pembangunan ( tugas pembantu ).
Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas. Oleh sebab itu,
pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat
desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk
memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak
masyarakat.
Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam Undang-
undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Pembangunan
desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan
sosial.Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud
perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih
banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses
pembangunan desa pada berbagai tahapan. sehingga dampak pembangunan desa
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tersebut.
Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang
memiliki luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya
yang ada di Riau.Kabupaten Bengkalis memiliki luas daerah sebesar 7.93,93 Km2
dengan Ibu Kota yang berada di Bengkalis. Bengkalis memiliki 8 Daerah Kecamatan,
Daerah Kelurahan dan 102 Desa. Daerah –daerah ini dipadati penduduk dengan total
sebesar 498.335 .
Desa Berancah merupakan hasil pemekaran dari Desa Selat Baru yang
sebelum pemekaran termasuk dalam wilayah Desa Selat Baru, adanya pelaksanaan
dari otonomi daerah yang menjadi dasar terlaksananya pemekaran desa berancah
yaitu adanya keidakpuasan masyarakat terhadap pola pembagian pembangunan yang
hanya terfokus pada desa induk yaitu desa Selat Baru, sehingga mendesak untuk
dilakukan pemekaran wilayah dengan tujuan agar pemerataan pembangunan dapat
terlaksana. Pemekaran wilayah juga dikarenakan adanya keinginan pimpinan suatu
kawasan  untuk  mengefisienkan rentang kendali birokrasi agar lebih mudah
melakukan control terhadap dinamika kehidupan masyarakatnya. Desa Selat Baru
dalam melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan sudah banyak yang
terlaksana, masyarakat desa pun sudah merasakan dampak dari pembangunan
tersebut.
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kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan
masyarakat , aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah
yang ada.
Pemekaran Desa Berancah diharapkan akan memberikan dampak positif
bagi kemajuan masyarakat seperti lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan
pada masyarakat secara efektif dan efisien, mempercepat pertumbuhan ekonomi
masyarakat,  mempercepat  proses  pelaksanaan pembangunan disegala bidang
kehidupan, mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada,
meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Desa Berancah dimekarkan pada tanggal 05 oktober 2013, dengan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Desa Berancah Kecamatan Bantan. Dengan tujuan untuk memperpendek rentang
kendali, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap
masyarakat.
Pemekaran Desa Berancah diharapkan oleh masyarakat akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui
pelayanan pablik. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan beberapa permasalahan
terlepas dari tujuan pemekaran untuk mempercepat pelayanan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik sudah
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telah berupaya menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi warga  masyarakat
Desa Berancah. Pembangunan-pembangunan yang ada merupakan sebuah kinerja
pemerintah desa sebagai salah satu upaya dalam rangka menciptakan kesejahteraan
bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan visi otonomi desa.
Memang hampir semua kebijakan pemerintah desa yang berkenaan dengan
pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia. Seperti mengubah
pembangunan fisik desa, meningkatkan pendapatandan taraf hidup masyarakat,
memberikan layanan sosial desa, hingga memberdayakan masyarakat. Namun
sayangnya adanya pemekaran desa berancah ini program-program pemerintah desa
belum terlaksana dengan baik, kemudian bantuan dari pemerintah desa belum fokus
pada masyarakat miskin, sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan baik serta
masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembanguna
Desa Berancah masih belum maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table
ini:
Table 1.1 Sarana dan Prasarana yang tersedia di Desa Berancah
No Sarana Prasarana Kondisi























2. Sarana Prasarana Kesehatan

























4. Sarana Prasarana Penerangan ( PLN )
1. Penerangan rumah
2. Penerangan jalan
Sarana Prasarana Kebutuhan Masyarakat










1. Ada ( 3 buah)
2. Ada (1 buah )
3. Ada ( 1buah)













87. Sarana Prasarana Olahraga
1. Lapangan bola kaki







Sumber: Kantor Desa Berancah Tahun 2016
Dilihat dari table 1.1 tersebut Desa Berancah masih banyak sarana dan
prasarana yang belum menunjang sebuah kemajuan di era zaman yang sudah
moderen ini masih banyak pembangunan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.
Pembangunan desa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi
penduduk setempat serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mudah
bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun program dari pemerintahan Desa Berancah
dari tahun 2014-2016 yang tercapai dan tidak tercapai sebagai berikut:
Tabel 1.2 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Berancah Tahun 2014
Desa : Berancah
Kecamatan : Bantan
Kabupaten / Kota : Bengkalis
Tahun : 2014
































































111    Bidang Sosial Budaya















































































Sumber : Kantor Desa Berancah 2014
Tabel 1.3 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Berancah Tahun 2015
Desa : Berancah
Kecamatan : Bantan
Kabupaten / Kota : Bengkalis
Tahun : 2015



































































Sumber : Kantor Desa Berancah 2015
Tabel 1.4 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Berancah Tahun 2016
Desa : Berancah
Kecamatan : Bantan
Kabupaten / Kota : Bengkalis
Tahun : 2016





































































































































Sumber : Kantor Desa Berancah 2016
Dari penjelasan table diatas pelaksanaan pembangunan desa berancah dari
tahun 2014-2016 masih banyak sarana dan prasarana di desa berancah yang belum
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terrealisasi. Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat setelah adanya
pemekaran desa berancah  belum berdampak baik bagi desa pemekaran.
Pembangunan desa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi
penduduk setempat serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mudah
sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan yang setiap tahun menjadi masalah di
Desa Berancah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin
di Desa Berancah.
Tabel 1.5 Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis
No Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Miskin Jiwa
1. 2014 2279 111 Kk 479
2. 2015 2545 120Kk 668
3. 2016 2662 70Kk 398
Sumber Data : Kantor Kepala Desa Berancah Tahun 2016
Dari tabel diatas dapat dilihat dari angka kemiskinan di Desa Berancah pada
setiap tahun mengalami turun naik, hal ini disebabkan karna penduduk yang miskin
mayoritas di huni oleh Suku Asli, mata pencarin penduduk desa berancah hanya
berkebun, nelayan , pembuat sampan dan pencari kayu bakau. Penghasilan yang
mereka dapatkan tidak ada yang menjanjikan. Kebanyakan penduduk yang miskin
bekerja pada orang lain dan bekerja seadanya. Tidak semua dari mereka bisa berlayar
dilaut menangkap ikan, dan tidak  semua dari mereka bias membuat perahu, itu pun
jika ada yang memesan baru mereka buatkan. hasil yang mereka dapat tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Masyarakat tidak mempunyai pekerjaan
yang dapat menjamin kesejahteran, di karnakan tidak memiliki keahlian serta
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rendahnya pendidikan dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan, untuk itu banyak
masyarakat Desa Berancah yang merantau ke Negara Tetangga Malaysia untuk
merubah hidup mereka.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul:“ Analisis Dampak Pemekaran Desa Berancah Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis”
1.2 Perumusan Masalah
Menyikapi latar belakang permasalah yang ada, maka perumusan masalah
penelitian ini adalah Bagaimana Dampak pemekaran Desa Berancah Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui Dampak Pemekaran Desa Berancah Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis.
1.4 Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian
penelitian ini diharapan dapat sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pemekaran dalam mempercepat pembangunan Desa.
1. Secara akademis dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah
khususnya tentang pelaksanaan pembangunan dalam mempercepat
pembangunan desa.
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2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Desa Berancah Kecamat
Bantan Kabupaten Bengkalis maupun Desa lainnya guna mengetahui
tentang evaluasi pemekaran Desa.
3. Sebagai bahan evaluasi awal bagi pemerintah, terhadap pelaksanaan
evaluasi pemekaran desa.
Secara peraktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
ilmu pengetahuan serta sebagai bahan rujukan bagi pemikir ilmu pengetahuan.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk dapat memudahkan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang
akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi naskah sistematika
penulisan dari sekripsi ini sebagai berikut :
BAB 1 : Pendahuluan
Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan
Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB 11 : Telaah Pustaka
Definisi Konsep, Defenisi Operasional Dan
Hipotesis.
BAB 111 : Metode Penelitian
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Pada bab ini diuraikan mengenai Metodologi
Penelitain, Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian,
Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.
BAB 1V : Gambaran Umun Lokasi Penelitian
Pada bab ini berisikan gambaran umum objek yang
akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya
penelitian. Seperti Lokasi Penelitian, Karakteristik
dan Demografi.
BAB V : Analisa Data
Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian
tentang analisa dari penelitian analisa pemekaran
desa dalam percepat pembangunan Desa Berancah
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
BAB V1 : Kesimpulan Dan Saran
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil
penelitian serta kritik dan saran yang membangun
bagi objek penelitian agar bias lebih baik lagi
kedepannya.
